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Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 80A UU 
Ormas. Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, selama ini berperan 
aktif dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja di Indonesia merasa 
berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 80A UU 
Ormas. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, tidak akan 
terjadi, apabila ada pengaturan due process of law oleh lembaga peradilan yang 
putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, 
sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dalam 
memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan 
imparsial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas para Pemohon kelak, yang secara 
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subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan 
adalah pengujian Undang-Undang in casu UU Ormas terhadap UUD 1945, yang 
menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan 
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing), berdasarkan uraian para 
Pemohon dalam menjelaskan anggapan para Pemohon perihal kerugian hak 
konstitusionalnya, khususnya yang secara potensial dapat dipastikan akan terjadi, 
telah ternyata bahwa hal itu berkait erat dengan pokok permohonan sehingga perihal 
kedudukan hukum para Pemohon baru akan diketahui setelah Mahkamah 
mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, para Pemohon harus 
dianggap prima facie memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam permohonan a quo. 

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, bahwa kewenangan untuk 
memberikan status badan hukum terhadap suatu ormas adalah kewenangan Menteri 
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia maka, 
sesuai dengan asas contrario actus yang berlaku dalam hukum administrasi negara, 
menteri yang sama berwenang pula untuk mencabut status badan hukum suatu 
ormas apabila ditemukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau keharusan yang 
membawa akibat dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan status 
badan hukum dimaksud.  

Bahwa Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum yang adil 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap ormas yang melanggar 
larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas sehingga 
dicabut status badan hukumnya. UU Ormas mengakui, menjamin, dan melindungi 
dan memberi kepastian hukum yang adil terhadap setiap ormas yang tidak 
melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam UU Ormas dengan memberi 
status badan hukum terhadap ormas dimaksud (jika status badan hukum tersebut 
dimohonkan oleh para pendirinya). Namun, ketika ormas yang telah memiliki status 
badan hukum tersebut melanggar larangan yang ditentukan sehingga berakibat 
dijatuhkannya sanksi berupa pencabutan status badan hukumnya maka dengan 
dicabutnya status badan hukum tersebut segala tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh ormas sebagai badan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu, 
dengan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum suatu ormas sekaligus 
berarti pembubaran ormas yang bersangkutan, Pasal 80A UU Ormas justru 
memberikan kepastian hukum, terutama kepada masyarakat. Sebab, dengan 
sekaligus menyatakan bubarnya suatu ormas yang telah dicabut status badan 
hukumnya tidak akan timbul keraguan-raguan di tengah masyarakat apakah ormas 
yang telah dicabut status badan hukumnya itu masih ada atau tidak. Hal itu adalah 
juga adil khususnya bagi ormas-ormas lain, baik yang memiliki status badan hukum 
maupun tidak. Sebab jika ormas yang status badan hukumnya telah dicabut tetapi 
tidak dinyatakan bubar dan dianggap tetap ada, hal itu justru menjadi tidak adil 
sebab secara implisit berarti ormas yang bersangkutan masih dapat melakukan 
perbuatan atau tindakan sebagaimana halnya ormas-ormas lain yang tidak 
melakukan pelanggaran dan tidak dicabut status badan hukumnya. 

Bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait 
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dengan pembubaran Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, 
sehingga mereka yang secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan 
dengan berlakunya norma a quo adalah Ormas yang telah berbadan hukum ataupun 
warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari kepengurusan ataupun 
keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk, sedangkan para Pemohon telah ternyata 
bukan merupakan Ormas dan bukan pula bagian dari kepengurusan atau 
keanggotaan suatu Ormas. Norma UU Ormas a quo tidak menghambat, apalagi 
melarang, perseorangan warga negara Indonesia untuk membentuk Ormas atau 
bergabung dalam suatu Ormas, baik berbadan hukum atau tidak. Norma UU Ormas 
a quo adalah mengatur tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas yang 
sekaligus sebagai pembubaran ormas yang bersangkutan. Dengan demikian, 
logikanya adalah ormas dimaksud telah ada dan berbadan hukum. Oleh karena itu, 
tidak ada keraguan bagi Mahkamah bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi. Sebab, 
para Pemohon tidak saja bukan ormas, apalagi ormas yang berbadan hukum, 
melainkan perseorangan warga negara Indonesia. Lagi pula, andaipun benar bahwa 
suatu saat nanti para Pemohon akan membentuk Ormas, hal itu pun tidak serta-
merta memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk menguji Pasal 
80A UU Ormas sepanjang ormas tersebut tidak berbadan hukum dan ormas 
dimaksud tidak dicabut status badan hukumnya berdasarkan alasan sebagaimana 
diatur dalam UU Ormas. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat 
para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum dimiliki, quod non, telah 
ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga 
permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 
berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, para 
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan  permohonan  a quo, 
dan permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan Dengan demikian dalam amar 
putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

  

 

 

 


